
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN NATUNA

TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA

bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaaan Pembangunan Nasional, dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah

Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menJrusun

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih

dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

dan Rencana Kerja Pemerintah iDaerah Provinsi;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah

merupakan prioritas pembangunan Tahun 2022

yang dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub

kegiatan Tahun 2022 dalam rangka mempercepat

pemulihan ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat;

b.



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana

Keq'a Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna

Tahun 2022;

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

1945 Pasal 18 ayat (6) tentang Pemerintahan

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan

Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ZbOa Nomor LO7, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa2\;

Menginggat : 1.

2.

3.



+. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587]

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Iembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO4

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara / I*mbaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9l7l;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6

tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2Ot6 tentang Perangkat Daerah

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6ao2l;

5.

6.

7.

8.



9.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Talrun 2A2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

lndonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Tahun 2O2L tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L

Nomor a9O;

Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau

Nomor 07 Tahun 20ll tentang Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di

Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2OlL Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8

Tahun 2OLI tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Tahun 2OO5-2O25

(Iembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OLl

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4

Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan

13.

14.



Daerah Nomor 8 Tahun 2OlL tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2O2O Nomor 4);

15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2079

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna

(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019

Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN

PEMERINTAH

TAHUN 2022.

3.

4.

BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

DAERAH KABUPATEN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Dewan Penvakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan

urusan Pemerintah oleh pemerintah daerah dan

dewan perwakilan ralryat daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

5.



6.

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun t945.
Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam

aspek pendapatan, kesempatan keq'a, lapangan

berusaha, akses terhadap pengmbilan kebijakan,

berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 20

(dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode s
(lima) tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Keda Pemerintah

Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan Daerah untuk periode I
(satu) tahun.

Pasal 2

RKPD adalah dokumen perenc€rnaan pembangunan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu
Tahun 2O22;

7.

8.

9.

10.

(1)



a

(21 RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan

memperhatikan RPJPD Kabupaten Natuna

Tahun 2AO5-2O25;

RKPD Tahun 2022 disusun dengan maksud:

a. dokumen perencanaan pembangunan

merupakan prioritas pembangunan daerah,

program dan kegiatan sebagai penjabaran

rencana strategis pembangunaan daerah

periode 5 (lima) tahun;

b. pedoman bagr perangkat daerah dalam

menJrusun RKPD Tahun 2022; darr

c. sebagai wujud penyelenggaraan pembangunan

daerah yang direncanakan pelaksanaannya

secara bertahap, berkesinambungan, terpadu,

dan terarah kepada pencapaian tujuan

pembangunan daerah, yakni terwujudnya

kesej ahteraan masyarakat daerah.

(41 RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman

bagr Pemerintah Daerah dalam penyusunan

Rancangan APBD Tahun 2022, sebagai wujud
pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

PROSES DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Penyusunan RKPD Tahun 2022 dengan melalui

proses sebagai berikut:

a. melalui proses pembahasan terhadap usulan

kegiatan prioritas pada musyawarah rencana

pembangunan tingkat desa, kecamatan, forum

perangkat daerah/gabungan perangkat daerah

dan sampai pada tingkat musyawarah rencana

(3)



-8-

(21

pembangunan kabupaten yang menghasilkan

r€rncangan RKPD Tahun 2022; dan

b. ra.ncangan RKPD sebagaimana dimaksud pada

huruf a., disinergikan dengan pokok-pokok

pikiran DPRD.

Naskah RKPD Tahun 2022 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN;

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI

DAERAH;

c. BAB III RANCANGAN

d. BAB IV

KERANGKA

(3)

EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;

SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH;

e. BAB V RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN DAERAH;

f BAB VI KINERJA PEI{YELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH; dan

g BAB VII PENUTUP.

RKPD Tahun 2022 sgfagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (21 tercantum dalam Lampiran

Peraturan Bupati ini.
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BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal I j,ud. ZoZt

F":"',-^:,-;'il

Diundangkan di Ranai
pada tanggal tAil) 2tZJ

NATUNA,

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O2I NOMOR 30

H. SEKRETARIS D RAH KABUPATE


